
BUPATI GARUT 

PROVINSI JAWA BARAT 

    PERATURAN BUPATI GARUT 

  NOMOR 35 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG               

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN                          
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI GARUT, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan 

Pemerintah  Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian 
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan                               

Bupati Garut Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian 
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah; 

  b. bahwa sehubungan ada perubahan instansi penerima pelaksana 

pemungut pajak dan retribusi serta target penerimaan per jenis 
pajak dan retribusi daerah, maka Peraturan Bupati sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan 

penyesuaian; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat 
(Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 6573); 
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985  

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia              
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan             
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6485); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004               

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia               
Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1                 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus             

Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi 
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan             

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6485); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia                     

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan             

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
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8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014              

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia              
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia                     
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut            

Nomor 1); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran 

Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut 

(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Garut               

Tahun 2016 Nomor 8); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2016 tentang 
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Garut                

Tahun 2016 Nomor 9); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2016 tentang 
Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Garut 

Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2016 
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah               

Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 5); 

17. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan 

dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita 
Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut 
Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan 

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita 

Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139); 

18. Peraturan Bupati Garut Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah               
Kabupaten Garut Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 29 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 28  Tahun 2017 

tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 
Daerah Kabupaten Garut Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 29); 
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19. Peraturan Bupati Garut Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara 
Pemungutan Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kabupaten Garut 

Tahun 2021 Nomor 14); 

20. Peraturan Bupati Garut Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara 

Pemungutan Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Garut 

Tahun 2021 Nomor 15); 

21. Peraturan Bupati Garut Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara 
Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu (Berita Daerah   

Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 16). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :    PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI GARUT NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA 
PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN 

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Garut Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 11) diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4 

(1) Insentif diberikan apabila realisasi pencapaian target pajak dan retribusi 

mencapai kinerja tertentu. 

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk  

meningkatkan: 

a. pendapatan daerah; dan 

b. pelayanan kepada masyarakat. 

(3) Penghitungan kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk 

target penerimaan per jenis pajak dan retribusi daerah ditetapkan sebagai 

berikut: 

a. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen); 

b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen); 

c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen); 

d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen). 

(4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap 

triwulan pada awal triwulan berikutnya yang dijabarkan sebagai berikut: 

a. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) 

atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II; 

b. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas persen), 

insentif tidak diberikan pada awal triwulan II; 

c. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) 

atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan pada              

triwulan I dan triwulan II; 

d. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh 

persen), insentif untuk triwulan II dibayarkan pada awal triwulan III. 
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e. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima 

persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV; 

f. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima 

persen), atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV; 

g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) 

atau lebih,  insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan; dan 

h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus  persen) 
tetapi lebih dari 85% (delapan puluh lima persen), insentif diberikan untuk  

triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.  

 
 Ditetapkan di Garut 

 pada tanggal 1 - 7 - 2021 

 B U P A T I  G A R U T, 

              t t d 

     RUDY GUNAWAN 

 

Diundangkan di Garut 

pada tanggal 1 - 7 - 2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT, 

                             t t d 

N U R D I N  Y A N A 

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT 

TAHUN 2021 NOMOR 35 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Mengetahui 

Sesuai dengan aslinya 

a.n. SEKRETARIS DAERAH, 

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA, 
u.b. 
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